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Penulisan tesis yang berjudul Kajian Kekuatan Pembuktian Sertipikat Tanah 
Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan 
dengan rumusan masalah bagaimanakah kekuatan pembuktian sertipikat tanah 
berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dalam mewujudkan 
kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui kekuatan pembuktian sertipikat tanah berdasarkan Pasal 32 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dalam mewujudkan kepastian hukum 
dan keadilan.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah hukum dan politik 
hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tersier.  
Kesimpulan hasil penelitian bahwa kekuatan pembuktian sertipikat tanah 
berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 telah mewujudkan kepastian 
hukum, meskipun dalam prakteknya tidak selalu diterapkan dalam mengatasi 
permasalahan konkret. Selain itu, kekuatan pembuktian sertipikat tanah 
berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 belum mewujudkan keadilan 
bagi pemegang hak yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena pemegang hak 
yang sebenarnya tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanahnya yang 
sudah diterbitkan sertipikat atas nama orang atau badan hukum lain. Pemegang 
hak yang sebenarnya dalam hal ini akan kehilangan hak atas tanahnya tersebut.   
 


















Thesis entitled : A study about the weight of evidence of land certificate 
according to Article 32 paragraph (2) Government Regulation No. 24 of 1997 in 
order to create legal certainty and justice with problem formulation is how the 
weight of evidence of land certificate according to Article 32 paragraph (2) 
Government Regulation No. 24 of 1997 to create legal certainty and justice. This 
research’s objectives are to know the weight of evidence of land certificate 
according to Article 32 paragraph (2) Government Regulation No. 24 of 1997 in 
order to create legal certainty and justice.  
The method of this research is juridical normative by using statute, historical 
and political approach. The law material used are primary law material, secondary 
law material and tertiary law material. 
The result of this research conclude that the weight of evidence of land certificate 
according to Article 32 paragraph (2) Government Regulation No. 24 of 1997has 
generating legal certainty. However, the provisions of Article 32 paragraph (2) 
Government Regulation No. 24 of 1997 is not always applied to solve concrete 
problems. Beside that, the weight of evidence of land certificate according to 
Article 32 paragraph (2) Government Regulation No. 24 of 1997 is a violation of 
justice to the original owner of land titles. Original owner of land titles will lose 
the rights of land that has been certificated by someone else. 
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